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NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN PASAR IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

. d.

BUPATI BREBES

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menten
Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah
Tingkat I dan Retribusi Daerah Tingkat II, maka
Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

merupakan Jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;

bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perly diatur de
sy ngan Peraturan

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

9 Keputusan Menternn Dalam Negeri Nomawr 23
Tahun 19%6 tentang Ketentuan Umum Menzena
Penyudikan Perawai Negert Sipnl & Lingkungan
Pemenintah Dacrah jo Keputusan Mentent [alam
Negeri Nomor 4 Tahun 1997 lentang Penyuliban
Pepawai Negen Sipl i Linghongan Pemenimah
Daerab |

1. Keputusan Menten Dalam Negen Nomaor 174
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Ketnbusi Daerah;

Menginga

==

Undang-umlang Nomor 13 Tahun 19540 fem,
Pembentukan Dacrah-dacrah Kabupaten g,
dalam lingkuagan Propins Jawa Tengah,

Undang-undang Nomor X Tahun 1981 e,
Hukum Acara Pulana (Lembaran Negara Reqy
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tamb,,
Lembuaran Negam Republik Indonesia Nomar 3y,

3. Undang-undang Nomor 1R Tahun 1997 g
Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lemp,
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Leps,

L ]

Negara Nomor 3685); 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175
4. Undang-undang Nomor 22 Tabun 1999 gep, Tahun 1997 tentang Pedoman Tara Cara
Pemenintahan Daerah . Pemeriksaan i Biddang Retnbas Dacrah,

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ter
Perubahan atas Undang-undang Nomor ; 1872
1997 teatang Pajak Daerah dan Retribusi De
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tamhy
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4k

12, Kepuiusan Menteri Dalam Negert Nomaor |19
Tahun 1995 ientang Ruang Linghep dan Jem- jens
Ketribusi Dati 1 dan Dan 11z

LY Keputusan DPRD Kabupaten Brebes NSomor 11V
KpLDPRIYVIF0N ientang Persetujuan Penctapan
Peraturan Dserah Kabupaten Brebes ienzang Retnibus
Tempat FPelelangan lhan  dan Pasar Ikan

6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun |-
tentang Pelaksanaan Undang-undang Noms
Tahun 1981 tentang Hokum Acara Pl
i Lembaran Negara Republik Indonesia Tabn |
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repe

Indonesia Nomor 1258) Dengan Persetujuan

.-‘*

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun '
tentang Retribusi Daerab (Lembaran N
Repubhik Indonesia Tahun  I*
womor 335, Tambahan Negara Republil Isd=
Nomor 392 ).

X ‘Keputusan  Presiden Nomor 44 T
1999 tentang Tekmis Penyusunan Perss
Perumdang undanzan dan bemuk Rancangan e
Pemenntah dan Rancangan Keputusan B

AN PERWAKILAN RARYAT DAERAN KABUPATEN BREBES
MEMUTUSKAN

toctaphan ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN BRERES
TENTANG RETRIBUSITENMPYT PELELANG AN
TRAN DAN PASAR TKAN,

Dipindai dengan CamScanner
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5
BAR 1

s sdasa retribusi adalah jangka wakiu tenentu yang merupakan batas
KETENTUAN UMUM - waktu hagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan Gasifitas

Pasal |  Tempat Pelelangan Tkan dan Pasar Tkan;
Dalam Peraturan Daerah i vang dimaksod dengan ¢ Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selinjuinya dapat
Bemerintah Discrsh adsl h Rty a1 disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wagib Retribus
a .Ll.zﬁlh ah [aerah adals : p o yang menggunakan Pasar lkan dan surat retnibusi pembayaran lelang
h. Keyala Dacrab adaish Bupati Brehes: | gntuk bakul ikan, serta surat retribusi penerimaan hasil kelang untuk

Pejabat adalsh pegawai yang diberi tugas-tugas tertentu diy | pelayan;
SRR SRt S p r-crundanj:-_l.lml:'mgun yang bef surat Ketetapan Retribusi Dacrah yang selanjutnyva disebut Karcrs
$:. PINA s MLFL Bad sl }:nng clipuy pcrxi:mu_n_lm ! Retribusi adalah surat keputusan yang menentukan besarny a jumlah
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 5, relribusi yang harus dibayar :
ataw dacrah dengan nama dan bantuk apapun. perseky
perkumpulan, firma, kongsi. koperasi atau organisasi se b Pemeriksaan adalah seranghaian Kegratan antuk mencarn,
lerhaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk baday, | mengumpulkan dan mengelola data dun atau keterangan Linava
lainerya: dialam rngka pengawasan kepatuhan pemenuhan kew apiban retnbusi
¢. Tempat Pelelunzan Ikan adalsh tempat penjual dan pembeli meld Daerah berdasarkan peraturan perundang-undanzan retnbus Doerab
transaksi jual-heli than secara lelunyg
Pasar lian adalah tempat khusus penjual dan pembeli mels | serangkaian tindakan yang dilakukan olch Penyidik Pegawar Negen
transaksi jual-heli ikan hidup dan bermacam-macam jenis ikand! | Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencan serta
. Kolam ihan adalah tempat / hangunan dari semen yang ber ‘mengumpulkan bukti yang dengan bukii itu membuat terang tindak
untuk menzmpung than hdup yang berada di dalam Pasar ke pidana di hidang retribusi dacrah yang terjadi serta menemuban
lersangkanya ;

i

L Penyvidikan Tindak Pidana di bidang Retribosi Daerah adalah

i

h. Retribusi Jasa Usaha sdatah retribusi atau jasa yang dimtiul;r; |
Pemenntah Duerah dengan pransip komersial karena padads|
dapat pula discdiakan oleh sekior swasta; |

1. Retribusi Tempat Pelelangan [kan dan Pasar [kan yang scln
dapat desebant remnbasi adalah pembay aran atas pelayanan penss
fasihives, rermasul empat pelelangan ikan dan fasilitas pasd
_'g':lngd:m_'di.'l hoan 2l tiselenpearakan oleh Pemerintah Daerat

termasub yang dikelola oleh pahak swasta : ,
B02an nama Retribusi Tempan Pelelangan Than dan Pasar doan dipungot

Jo Wagih Retabiisa adalab orang pribumi atay badan yang ik sohagsi "

y W sebper: ; iy ahlas pedan i = . . ’

peratura ]1|.'I1-'.'h].4ﬂ".‘-llf:-..'.m:_r;-.n retribi<i l:“'l-"-'lljih'li.un 1.|.:'|.t|.|-k!11'~'!' 4 IS : gl |1c||1. ay :.lr im ats pelas anan penyediaan Gaslitas el
Hhgan than dan Lasilinas pasar than

pembuvaran retribusi ; =
Dipindai dengan CamScanner

BAB 11

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBELUSI

| FPasal 2
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Pasal 3

BAR V

(1) Obyek Retnbusi adalah pelayanan penyediaan Fasihig,

Pelelangan Ihan dan Pasar kan oleh Pemerintah Daerah, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

: STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

(21 Tadak termasub objeb retnbusi adalah pelayanan penyediig,
Tempat Pelelangan Ikan dan Pasar Ikan yang dimilik o
dikelola pikak swasta ;

Pasal 7

wrsap dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tanf rerribesy
lusarkan atas tjuan uniuk memperoleh keuntunzan yang pastas
erima oleh nelayan. bakul dan pedazang yang melakokan transgks
Jalui belang dan berdagang benlisarkan harga pasar

Pasal 4

Subjek retnbutr adalah orang pnbadi ataw badan yang me
fastlitas tempat pelelanzan ikan dan pasar ikan.

BAB V1
BAB 111 STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS]
GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 8
Pasal & Struktur tarif digolongkan berdasarkan hargs lelang pemakaan

Fsalitas Tempat Pelelangan Tian, sedanghan Pasar Don berdasarkan
jangha waktu pemakaian.

Besarnya tarif pemakaian Tempat Pelelangan lhan ductapkan
Berdasarkan tanf harga lelang ikan,

Besarnya tanf pemakaian pasar ihan ditctaphan berdasarkan tanf
pemakaian pasar ikan,

g B-llﬂ'ul.-ml hal tanl pasar vang berlaku sulit ditemuban, maka anf
A 'KUR TINGKA [ JASEN . Al
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN )X ;dalctapk;m sehagai jumlah pembasaran per samen unit pelayanan /

0 . .
Il pasa vang merupakan jumlsh wnsur-unsor Gnf vang mehpuy

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Pasar ikan digolongkan «
Remnbudi Jasa Usaha,

BAB IV

Pasal f | .
B Vinsur Brasa per satuan penyediaan jasa,

Tinghat penggunaan jasa dihitung berdasarkan harga lelat B s Permomgean yang dikehendaka per <atuan jasa

Tempat Pelelangan Ikan dan Pasar Ikan. B sebuzanman damakasd pad avat 41 haruf 2, meliput

Dipindai dengan CamScanner
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a Brava vperasional Langsung. yang meliputi bayas belang Paal 1

Rk, Py ) inlak tetap. h"-ill'l-rd h.'lf.ll'l"_'. h,'l.i]l'l‘j-: L5 . - cetribusi untuk ﬂ:l’l‘ﬂthl:ﬂ TI:‘J.'H.I'.I'.I'I Pf'-l.:l.l-nﬁ.‘,.‘lﬂ Than alalah _!i'l".:k.l

s Lamah olan hangunan, hl-:l:n.'l lestink, dan sermud by, Skt vang Lamanya lelang dan untuk pasar tkan adalsh jparka waks

periadih lainnya yang berhanan langsung dengan peryedice, B 00 1 isatupdand 1 (sat) hari stau ditetspin Lin berdssrkan
b, By a ndlak Lingsamg, vang mehputi biay a adminisirest Uy, '-'1:”'"“ n Bupati.

buiva L vang mendubung pemyvediaan jasa.

. ; ] Pasal 11
it Serukier dan besarnya tand dietaphan sehagai berikut |
¢ retribuss lerhutang adalah pada saat ditetapkan kares retrboy gtag
Lidkay Lrm le;u.r.m Tanpimang: alad PCOEESFLE jusg a lain yang mmm .
i ] 3
Pasar foan 4 Lim Kotz B panmfustunchon (Radam Pepg, 1 BAB IX
Rp. Ao evivhan (Eadam Segl
b K Rp 150-rmihan SURAT PENDAFTARAN
<. Pelataran Hp. Sb-foranghari
Pasal 12
Tempad Fasititas Tompat | 2% odum harpa lebang y 2 ’ X
b | i y i Wajib retribusi menerima surat pembavaran lelang bari bako! dan
i |1;'1| ” suril penenmaan lelang bagi nelayan,
b Surat permhayaran lelang dan penerima sehagaimana dimabsud pal oy
i (lyharus dimsi oleh karyawan TP,
BABR VI | Bentuk. isi, sera 1ata cara pengisian dan penyampaian Serm Pembas aran
Lefany dan Penenmaan Lelang sebagarmang dimaksod pada avat o1
WILAYAH PEMUNGUTAN drietaphan vich Bupat.
Panal ¥ BAB X
Retribusi yang terutang dipungut i wilayah Daerah tempat f= PENETAPAN RETRIBUSI
Tempat Peickangzan lkan dan Pasar Dan diberikan,
Pasal 13

| Berdasarkan Surat Pembayaran Lelang dan Penenimaan lelang, pasal 12
deati | rdietaphan retribusi tenutang dengan menerbitkan koo e ranbus
izl tekfirren Lim o vang dipersamahan

BAE VI

MASY RETRIBUSI AN SA AT 11 RIBUST Tl‘:Hl.-Tu'l-.‘ﬁ
Dipindai dengan CamScanner
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1
nAB X1

Tata cars pembayaran, penyetoran, tempat pemt o rebitbust i
dengan keputusasn Bupati, daatur

TATA CARA PEMUNGUTAN

EAR X1V
Pasal 14

TATA CARA PENAGIHAN
(1) Pemunzutan retribusi tidak dapat diboronghan.

12} Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis retribusi atau doj, f"i S—
Retnbasi terhutang berdasarkan karcis retribusi atau dokumen lain
* yang dipersamakan dan surat keputusan keberatan yang menyel bkan
jumiati retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang
S dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan
N Pietang dan Lelong Negara (BUPLN).

) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan

Keputusan Bupati,
i4) Biava pungutan sehesar 5 5 dan biaya operasional ditetapkas
ketentuan yang berlaku,

BAB XN | peraiuran perumlang-undangan vang berlaku,
SANKSI ADMINISTRASI
BAE XV
Pasal 15
KEBERATAN
Dalam hal wajib retnbusi tidak membayar tepat pada waktunyg
kurang membayar, dikenaban sanksi administrasi berupa denda Pasal 18

retribusi yang terhutang ditagih dengan surat tagihan, [
Wajib retribust dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
alau pejabat yang ditunjuk, atis karcrs retribusi atan dokumen lain

BAB XIII vang dipersamakan,
[ Keberatan diajukan secara terulis dalam bahasa Indonesia dengan
TATA CARATEMBAYARAN Uiserai alasan-alasan yang jelas.
Pasal 16 Walam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan

Tetribiisg, Wajib Retrbuti harus dapat membuktikan ketidakbenaran

(1) Pembayaran retnibuesi yang terhutang harus dilunasi sekaligss RPN fEINAIAL EAEDHL

(21 Retnbusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (f®
hari seiak diterbitkannya karcis retribusi dokumen B,
dipersamakan.

veberatan harus disjukan dalam jangka wakiu paling lama 1 (satu)
uban sejak wangzal karcis retribusi atau dokumen lain yang
ipersatahan. hecoal apabila Wajih Retribusj lertentu dil]-"ﬁl

Dipindai dengan CamScanner
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I3

kan hahwa jancka wabte it tidak dapat dipenuh ¢ § _ |
menumukan bahwa pang erpvechontan pen gembalan kelebthan retrbusa diang s dib abylkan

Lewdaan d luar kebiaaannya. . :
151 Keheratan vang tilak memenuhi persyanitan schagaimana dig, o ShnDLE harus diterbikan dalam jangha wakie paline L |
pada ayat (21 dan 31 tidak dianggap sehagai sural keberatan. sey, £ satu) bulan,
: | .-"l-i"'-lh'l" Wajib Retribusi mempunyan hutang retnbost Lungya.

ndak t dipertimbangkan.
bk " | pelehihan pembayaran retribusi sebagmmana dimabsod pacda ay sty

i ajiban membayiar rey. |
‘Hiingatin keberatan "d;:h "::1:::; REnAN v pangsung diperhitungkan untuk terlehib dahulu hutang retrhas
m [E s&naln rh:'l.'l.'IS'I A T ' !

i jersehut.

£ Peagembalian kelebihan pembayaran retribusi sehagasmana dimko
pada ayal {1} dilakukan dalam jangka woki paling lema | it
| hulan =cjak diterbitkannya SKRDLB.

(1) Brpati dalam jangka wakte paling lama 1 (satu) bulan sejak ¢ o Apahila pengembalian kelebihan pembayaran retnbas dilobakan
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan, B ciah lewat jangka waktu 1 (satw) bulan, Bupati memberikan
dizjuhan, limhalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebalan ates beterlambaaa

' () Kepunssan Bupari ata< heberatan dapat berupa menerima seluns | pembayaran kelebihan retribusi,
atay sehapian. menerima atau menambah besarnya retrbu ]

Pasal 19

teriLang.
135 Apahila jangka wakiu sehagaimana dimaksud pada ayam (1)
lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatn: !
diapukan tersebut dianggap dikabulkan,

Pasal 21

ermohonan pengembalian kelebihan pembayaran retnbues digpkas
secara tertulis Kepada Bupatt dengan sehurang-kuranzaya

menyehuathan
i Nama dan Alamat Wajib Retribusi
BAB XVI . Muasa Retribusi
. e ». Besarnva kelebihan pembayvaran
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN . Alnsan vang singkat dan jelas

’l:rm-r-hnn i pengembalian Kelebihan pembasarda retrnibasa
tl!*ﬂmpalknn secara lang<ung atau melalui pos ercatat

ﬁﬂlﬂr penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukte penginman pos
reatal merupakan bukn siaa permohonan ditertma oleh Bupan

Pasal 20

(14 Atas kelebiban pembayaran retribusi. Wajib Retribusi ¢
menzajukan permohonan pengembalian kepada Bupati,

(2) Bupat dalam jangka waktu | (sat) bulan sejak diten™ |
permahanan kelebiban pembayaran retnibusi sehagaimana dis
pada ayat (1), harus memberikan keputusan,

Pasal 22

; enzembalian helebthan pembavaran retnbosi dilaheskan Jerzan
T '!.FI.J]." la _IJFI‘"F-.] 'n.JJ'.I!l.I L '-"lTlulI'IJ dis. thosiad 1."“1_1 ﬂ\l’ﬂﬂ* 1 I8 |l."]l|_'r|1|rL_“-| Sl |"4.'r|r'|!.-ji} ,‘ifli'.'l'llhiﬂ'ﬂr Hl.'ll.'.‘l‘il"hll‘l H[“l'il""u_'ll.

Harmpaur dan Bupati ndak memberikan suaty Ker® J
Dipindai dengan CamScanner
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14 &
. 15

(] Apabila kelebhihan p:ml'la}rifﬂﬁ relnbusi di[}ﬂrhflungta}l 4 I
hutang retribusi lainnya. sebagaimana dimaksud dalam Py, || merupikan kevangan Daerah thancam pidana kerunzan paling lamna

(4}, pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukuka, d.:. | f tenam) bulan atau denda pating hanyak Rp. 50000, (Lamapulah
pemindahbukuan juga bertako sehagai bukt pembayaran | Ribu Rupiah).
}:,:l Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalsh pelanggaran,

BAB XV
PENGURANGAN DAN RERINGANAN RETRIBUy
14 BAB XX
Pasal 23 } 1
PFENYIIMEAN
{1y Bupati dapat memberikan pengurangan dan atau kennganap ;.
12) Ttz cara pengurangan dan kennganan retribusi ditetapkay Pasal 26
Bupan. Ld
F (1 Pejubat Pegawai Negeni Sipil tertentu di linghungan Pementah
BAB XVIII Dacrah Kabupaten diberi wewenang khusus sebhopa penyidik untul,
i o melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak Dacrab dan
RADALUWARSA PENALIHAN retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undane

wNomor 8 Tahun 1981 temang Hukum Acara Pidana,

: : E T T 'k h ETlts 1 . :
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi. kadaluwars {2) Wewcnang Penyidik sebagaimana dimaksud pada 3yat (1) adalah
3. menerima, mencan, mengumpulbkan dan menelit keterangan atay

Pasal 24

melampaui jangha wakiu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tens

st et apahila Wi jif: Retribusi melakukan Gng, | 12poran berkensan dengan tindsk pidana di g etsbu Dacrs

di biding retribusi, | agar keterangan atau laporan tersebut mempad keaghap dan jelas ;
i];Ru-'i;tIutwr\;l pu:lmjfih;:n retribust sebagaimuna dimaksed o | * ::gfj:la: : r:;;ﬂ:::;ju ﬁ:;mm;ﬂmm mﬂ

tertangguh apabila : sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;

a. diterbithan Surat Tepuran. atau i ] ¢. mermnta keterangan dan bahan bukti don orang prbadi atzg badan

h. s pengzakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusibail e | sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerzh ;

maupun tidak langsung. - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lun

berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribus Duerah ;
BAR XIX e melakukan penggeledaban untuk mendapathan bahas buki:
| pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokemen lain sera
KETENTUAN PIDANA - melakukan penyitaan terhadap bahan bukti rersebut ;
. meminta hantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan fuzs

ae]
Pasal 23 penyvidikan tindak pidana di bidang retnbus: Daerah

|
i P i il D aiall.., samea s a¥ B W Tow i i ks Tt ) # e )
Dipindai dengan CamScanner
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g. menyuruh herhenti dan atau m::l:lm.“ﬂ seurang m“i"lg | Lt Dracrab v mialan berlako paca tanecal drundanghon
ruangan atan tempat pada saal pemeriksaan sedang bery, e

dan memeriksa identitas omang dan ataw dokumen yang lI." i Agar sctiap orang dapat mengetahumys. memenmtabkan
sehagaimana dimaksud pods huruf ¢ ; Lengumidangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatanny s dalom

h. memaotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana F_‘J'I':ll'ﬁl!'-'m Daerah Kabupaten Brebes.
Dacrah |

i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan gy, | :_::E‘fﬁ'km:]' '11"'1“::”
sehagai tersangka atau saksi ; | anggal ek

. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan indakan lain yang perlu untuk kelancaran pepy,
trdak pidana dibidang retribusi Dacrah menunut hukum y;m,gd]
dipertanggung jawabkan,

13y Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberity
' dimulainva penyudikan dan menyampaikan hasil penyidike

BUPATI BRERES

st

H. MOH. TADJUDIN SURALY

kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketemuan yang diar &

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
Undung-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara By

EABUPATEN BREBES
TAHUN : 2001 SERI: B NO.:4

BAB XXI DIUNDANGREAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
RETENTUAN PENUTUP PADA TANGGAL = 26 JULI 2001
SEERETARIS DAERAH
Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini maka ketentoas:
bertentangan dengan Peratwran Dacrah ini dinvatakan tidak berls:
Dirs. TR HARJONO

; Pembina Utama Muda
Pasal 24 E NIP. 500033645

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, s |
mengenai pelaksanaan akan diatur lebib lanjut dengan KeputusanB|

Pasal 20

s
Dipindai dengan CamScanner
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PENJELASAN 1
ATAS Namun calam pengermian s Pukan beran,
FERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBEg bahwa Pemda tidak bolch bekerjavumy

dengan Pihak Ketiga

NOMOR 9 TAHUN 2001 Dengan sangatl seleknf dalam proses
TENTANG pemunguian retribuii. Pemds dapat
EETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN TKAN DAN PASAR mengajak bekerjazama badan-hadan
tertentu yang karena profesonalivmenys
layak di ; k ik :
— AN UMUM ayak dipercaya untok ikut melaksanakan

sehagian tugas pemengutan jenis retrbesg
yang tidak dapal dikerjasamakan dengan
Pihak Ketiga adalah kegistan perhitungan
besarnya retribusi dan penagihan retrbesi

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahy,
tentang Pemenintahan Daerah, retribusi merupakan salah sagy,
pendapatan daersh selain pajak Daerah dan penerimaan-peny;.

| 14 ayat {2) : dimaksud de dok fam
daerah lainnya termasuk penerimaan yang berasal dan Peme- ol ‘?':mg R - : o "ﬂ:
Pemerintsh Daerah d y dipersamakan antara lain Berupa karcs
andalan ntah Daerah dalam menopang pelaksanaan Gy ik Aamon sian S Sszmmmie.

Dazerah, yaitu mengatur dan mengurus rumah Langganya send;

Sumber pendapatan daerzh tersebut diharapkan menjadi g
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangusan |
Retribusi Tempat Pelelangan [kan dan Pasar Tkan i
dalam golomgan retribusi Jasa Uszha, dengan Kriteria sebagai be-
a. jasa tersebut adalah jasa yang bersifat komersial yang s,
disediakan oleh sektor swasta tetapt belum memadai.
b. Terdapatnya harta yang dimiliki / dikuasai Daerah yang b
dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Fasal 15 =/d Pasal 29 @ Cukup jelas.

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Fasal | s/d Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 &/d Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 ayat (1) : yang dimaksud dengan tidak
diborongkan adalah bahwa selurub
kegiatan pemungutan retribusi tidk
diserahkan  kepada Pihak W

Dipindai dengan CamScanner
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